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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Bank BTPN Terlahir dari pemikiran tujuh orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1958 di Bandung ketujuh orang tersebut kemudian mendirikan perkumpulan bank pegawai pensiunan militer (BAPEMIL) dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik angkatan bersenjata RI maupun sipil. Yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak terjerat rentenir.

Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha pada tahun 1985 para anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL dengan izin usaha sebagai Bank tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan untuk melanjutkan usaha BAPEMIl.
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
Sumber: Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) ‘




PT.BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL didirikan berdasarkan akta No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita. Notaris di Bandung kemudian diperbaiki dengan akta perbaikan No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat dihadapan Ny. Dedah Ramdah Sukarno SH selaku pengganti persetujuan menteri kehakiman RI dengan keputusan NO. C2-4583HT.01.01 Tahun 1985 tanggal 25 Juli serta telah didaftarkan dalam buku register dikantor pengadilan negeri Bandung dibawah register No.458 dan No.459
Tertanggal 16 Agustus 1985 dan telah diumumkan dalam berita RI No.70 tertanggal 20 September 1985 tambahan N0. 1148


Berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (sebagaimana selanjutnya dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998) yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu : Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui surat keputusan menteri keuangan RI No.005/KM.17/1993 Tertanggal 22 maret 1993. perubahan status Bank BTPN tersebut telah mendapat persetujuan dari BI sebagaimana ditetapkan dalam surat BI No.26/5/UBPD/Bandung tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status perseorangan sebagai Bank Umum.


Sebagai Bank Swasta nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah baik simpanan maupun pinjaman, namun aktivitas utang Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan pada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank BTPN adalah para Pensiunan. Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya Bank BTPN bekerja sama dengan PT. TASPEN sehungga Bank BTPN tidak saja dapat memberikan pinjaman dan potongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan “TRI PROGRAM TASPEN” yaitu pembayaran tabungan hari tua, pembayaran jamsostek dan pembayaran uang pensiunan.

2.2 Struktur Organisasi

Seperti kita ketahui didalam suatu perusahaan pasti mempunyai struktur organisasi yang terbentuk dari Dewan Komisaris, Direktur Utama, Kepala Bagian serta Staf atau Karyawan-karyawan yang pada dasarnya stiap struktur organisasi menggambarkan adanya hubungan antar pihak yang satu dengan pihak-pihak lain yang saling berinteraksi.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) memiliki struktur organisasi yang tersendiri dalam melaksanakan Kegiatan Operasionalnya.

Yang dimaksud dengan struktur organisasi merupakan suatu tempat atau Wadah dimana setiap orang yang tergabung dalam suatu bada mempunyai hak dan kewajiban untuk berbicara dan memberikan pendapat yang jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan mempunyai rasa tanggung jawab penuh pada perusahaan karena tujuannya adalah bersatu menjaga hubungan erat antar pihak yang satu dengan pihak-pihak yang lain dengan mempunyai hak dan wewenang yang dilindungi.

Untuk lebih jelas tentang gambaran struktur organisasi Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dapat dilihat pada gambar 2.1



2.3
 Deskripsi Jabatan

 Pada Dasarnya Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mempunyai Dewan Komisaris sebagai Pimpinan perusahaan. Istilah bagian Direksi disebut dengan (Board Of Director) untuk lebih jelasnya dapat dirinci sebagai berikut :

I.    PEMBIDANGAN DIREKSI, Sebagai berikut :

1) Direksi (Board Of Director), Terdiri atas:

a) Direktur Utama; 

b) Direktur Kepatuhan;

c) Direktur Operasional;

d) Direktur Umum;

e) Direktur Kredit;

f) Direktur Pemasaran;

g)  Direktur Keuangan;

Direksi (Board Of Director) membawahi langsung Staf Direksi dan Kantor-Kantor Wilayah.

2) Masing-masing direktur dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Umum.

3) Direktur utama, mengkoordinasikan kegiatan seluruh Direktur dan secara langsung membawahi Divisi/Satuan Kerja dalam Direktorat Manajemen Intern, yaitu:

a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

b. Divisi Sumber Daya Manusia

4) Direktur Kepatuhan, secara langsung membawahi:

a. Divisi Kepatuhan

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

5) Direktur Operasional, secara langsung membawahi:

a. Divisi Operasi

b. Divisi Tekonologi Informasi

6) Direktur Umum, secara langsung membawahi:

a. Divisi Sekretariat Perusahaan

b. Divisi Umum

7) Direktur Kredit, secara langsung membawahi:

a. Divisi Kredit Pensiun

b. Divisi Kredit Retail

8) Direktur Pemasaran, secara langsung membawahi:

a. Divisi Treasury

b. Divisi Pemasaran

9) Direktur Keuangan, secara langsung membawahi:

a. Divisi Keuangan dan Perencanaan

b. Divisi Remedial

10) Kantor cabang secara langsung dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawabkepada Kantor Wilayahdan Divisi-Divisi sesuai dengan bidang tugas masing-masing Divisi.

11) Kantor Wilayah dan Staf Direksi mempunyai fungsi koordinasi dengan Divisi-Divisi.

12) Uraian tugas dan tanggungjawab (Job Description) serta kewenangan masing-masing anggota Direksi akan ditetapkan dengan Surat Keputusan tersendiri.

II.  LAIN-LAIN :
a) Hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi Direktorat, Kantor Wilayah, Kantor cabang serta kelengkapannya, akan ditetapkan kemudian dalam surat Keputusan tersendiri.
b) Keputusan ini mulai berlaku efektif terhitung tanggal 01 Agustus 2005, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila kemudian dipandang perlu.
c) Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan diReksi Nomor SKEP 009/DIR-3.2/III/2005 tangal 06 Maret 2005 tentang struktur organisasi Kantor Pusat Bank BTPn, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2.4  Aspek Kegiatan Perusahaan

 Bergerak dibidang Sistem dan Jasa Layanan Perbankan, sebagai kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) untuk melayani nasabah melalui kerja sama sebagai Tim yang tangguh dengan dilandasi sikap kerja yang Profesional serta patuh terhadap ketentuan yang berlaku seperti : 

a). Memberikan Pelayanan terbaik kepada Nasabah

b). Pembukaan Rekening tabungan, deposito dan rekening giro

c). Pencetakan Kartu ATM

d). Pemindahbukuan rekening nasabah

e). Prosedur pemberian kredit pension, kredit investasi dan kredit deposan

f).Dan lain-lain.
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